
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI

TAHUN 2OOO NOMOR 91

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 7 TAHUN 2OOO

TENTANG----.- .

PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS OAERAH

KABUPATEN RATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI PATI

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pqnerintahan dan
pembangunan Daerah sesuai dengan'pe!..aksanaan Otonefii
Daerah, maka Organisasi Lembag-a' feknie Daeralf yAng

rnerupakan salah satu unsur Psrangkat Daerah perlu diatur ;

bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun

2000 tentang Pedoman Organrsasi Perangkat Daerah, maka
dipandang perlu dibentuk Organrsasi Lembaga Teknis,,Daerah

l: , :
Kabupaten Patr .

bahwa untuk maksud tersetrut diatas perlu ditetap.<d* dengan
Peraturan Daerah
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Mengingat

t

Undang-undang Nomor 13 Iahur 1{}50 terrtarrg penrberrttrkarr

Daerah.daerah Kabupaten rJatarr r trngkungan propinst .lawa
Tengah ( Berita Negara Tahun 195(, ) ,

Undang-undang lrlomor 8 Tahun 1g74 tentang pokok-pokok

Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
1974 Nomor 55, lTambahan Lembaran Negara Nomor 3041 )
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor g
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890 ) ;

l

Undang-undang Nomor 22 Tahun 19gg tentang pemerintahan

Daerah ( Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3g49 ) ;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1g99 tentang perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Daerah ( Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 199g Nomor 72, tamOanan
Lembaran Negara Nomor 384t) ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor ZS Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan propinsi Sebagai
Daerah Otonom ( Lembaran Negara nepuOtif lndonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran:'Negara Nomor 3g52 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang pedoman

Susunan Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 165 ) ;

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1g9g tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan pemerintah

dan Rancangan Keputusan Presiderr ( Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor Z0 ) :

2.

3.

4.

5.

6.

7
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Menetapkan :

B. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati

tanggai 21 Desember 2000 Nomor 13/KEP/2000 tentang

Persetujuan Perretapan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pati,

Pembentukan Organisasi Sekretariat Dewan Penrvakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Pati. Pembentukan Organisasi Lembaga

Teknis Daerah Kabupaten Pati, Pembentukan Organisasi

Dinas-dinas Daerah Kabupaten Patr, Pembentukan Organisasi

Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Patr

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

I'EMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUTU|

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Pati ;

b Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati ;

c. Bupati adalah Bupati Pati ;

d Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati ;

e. Lembaga Teknis Daerah adalah lembaga teknis yang

mempunyai fungsi koordinasr dan penyusunan kebijakan
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pelaksanaan fungsi pelayanan masyaraka!

f. Badan Perencanaan Pembanqrrnan Dabrah yang selan,;utnya

disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Pati ;

g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Kabupaten Pati;

h. Badan Rumah Sakit Daerah "RAA Soewondo" i ang

selanjutnya disebut Badan RSD "RAA Soewondo" adalah

Badan Rumah Sakit Daerah "RAA Soewondo" Kabupaten Pati ;

i. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Pati ,

j. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial adalah Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Kabupaten Pati ;

k. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah adalah
Kantor Pengendalian Dampak Lingkulgan Daerah Kabupaten
Pati ;

l. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang setanjutnya disebut
Kantor Satpol PP adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Pati ;

m. Kantor Kependudukan dan Catatan Slpil adalah Kantor

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati ;

n. Kantor Pengelolaan Pasar adalah Kantor Pengelolaan Pasar

Kabupaten Pati ;

o. Kantor Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut

Kantor Litbang adalah Kantor Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Pati ;

p. Kantor Pendapatan Daerah adalah Kantor Pendapatan Daerah

Kabupaten Pati ;

q. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan

Perijinan Terpadu KabuPaten Pati

r. Kantor Arsip Daerah adalah Kantor Arsip Daerah Kabupaten

Pati ;
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s. sekretariat Brna Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut

setbin Perusda adalah sekretariat . Bina Perusahaan Daerah

Kabupaten Pati ;

t. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan

tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai

Negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan

tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan

tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Pati.

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan

Daerah ini terdiri dari :

a. Bappeda;

b. Badan Pengawas;

c Badan RSD "RAA Soewondo" ;

d. Badan KePegawaian Daerah ;

e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial ;

f. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah ;

g Kantor SatPol PP ;

h. Kantor Kependudukan dan Catatan Srprl ,

i Kantor Pengelolaan Pasar :
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j. Kantor Litbang ,

k. Kantor?endapatan,Daeralr .

l. Kantor Pelayanan Periiinan Terpadtt ,

m. Kantor Arsip Daerah ;

n. Setbin Perusda.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bappeda

Pasal 4

(1).B,qpp.eda adalah merupakan Lembaga Teknis Daerah dibidang

perencanaan Pembangunan daerah.

(2) Bappeda dipimpin o.leh seorang Kepala yang berada dibawah

danbertanggufigjawabkepadaBupatimelaluiSekretaris
Daerah.

Pasal 5

nembantu BuPati dalamBqppeda memPunYai tugas Pokok rl

menentukan kebijakan dibidang perencanaan perhbangunan di

daerah.
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Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Bappeda mempunyar fungsi :

a; penyusunan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA)

KabuPaten ;

b. penyusunan REPETADA Kabupatert ;

c. peiaksanaan koordinasi perencanaan diantara dinas-dinas'

satuan organisasi tain dalam lingkungan Pemerintah Daerah'

Kecamatan - kecamatan dan Badan-badan lain yang berada

dalam wilaYah KabuPaten ;

d. penyusunan RAPBD Kabupaten bersama-sama dengan Bagian

Anggaran dan Perbendaharaan' Bagian Pembukuan dan

Verifikasi,dengankoordinasisekretarisDaerahKabupaten;

e. pelaksanaan koordirrasi untuk kepentingan perencanaan

Pembangunan daerah ;

f . pelaksanaan koordinasi untuk kepentingan perencanaan

Pembangunan Daerah ;

g pemantauan pelaksanaan pembangunan di daerah ;

h. pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesual

dengan Petuniuk BuPati ;

i.'penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan bahan

Pertanggunglawaban BuPati ;

j. pengelolaan administrasi umun

k. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional"
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Bagian Kedua

Badan pengawas

' Pasal 7

(1) Badan Pengawas adalah merupakan Lembaga Teknrs Daerah
dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintah Daerah

(2) Badan Pengawas dipimpin oteh seorang Kepala Badan yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati merarui
Sekretaris Daerah.

pasal g

Badan Pengawas mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan
urnurn terhadap penyelenggaraan pemerintahan Daerah/umum,
Pemerintahan Desa/ Kelurahan yang bersifat rutin maupun
pembangunan.

pasal 9

uniur menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Badan pengawas mempunyai
fungsi :

a. pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas pemerintah

Kabupaten yang meriputi pemerintahan, pendapatan Daerah,
Belanja, Kekayaan Daerah dan pemberdayaan Aparatur ;

b. pengujian dan Penilaian atas Kebenaran Laporan Berkala atas
sewaktu-waktu setiap tugas perangkat Daerah ;

c. pengusutan mengenai Kebenaran Laporan Berkala alau
Pengaduan tentang Hambatan, penyrmpangan atau
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(1

t)enyalahgurra;lrt lrrllas Perangkat Daeratr,

lJembiniian Terrar;;l Furtgsiorral Pengawasan

Badan Pertgawas Ktrbuperten ;

pengawasan senrLra BUMD dan BacJarr rJsaha

seluruh atau sebagian kekayaannya drmiliki

Daerah,

pengelolaan admrnrstrasi umunr ;

evaluasi dan pelaporan pelaksanaarr {ugas

dilingkungan

lainnya yang

Pemerintah

f

!1

(1)

(2)

Bagian Ketiga

Badan RSD " RAA. SOEWONDO"

Pasal 10

Badan RSD "RAA. SOEWONDO" adalah sebagai unsur
penunjang Pemerintah Daerah dibidang pelayanan kesehatan
di Daerah

Badan RSD "RAA.SOEWONDO" diprmpin oteh seorang kepala
dengan sebutan Direktur yang berada dibawah dan
bertanggung lawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Badan RSD. "RAA SOEWONDO" nlenrpurlyar tugas pokok
menrbantu Bupatr dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
dibtdang kesehatan melalui upaya kegratan penrngkatan,

pencegahan, petryerntrrttran darr penlriliharr keset.ratari serta
meiaksanakan upaya ru,ukan

r it)



Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Badan RSD. "RAA. SOEWONDO"
mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan pelayanan medis ;

b. penyelenggaraan pelayanan keperawalan ;

c. penyelenggaraan pelayanan obat dan alat kesehatan ;

d. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis ;

e- penyelenggaraan pelayanan rujukan ;

f. penyelenggaraan pelayanan peningkatan kesehatan dan
pencegahan penyakit ;

g. penyelenggaraan pengembangan program dan sistem informasi
manajemen ;

h. penyelenggaraan pengelolaan keuangan ;

i. penyelenggaraanketatausahaan;

j. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional ;

k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupaii.

Bagian Keempat

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 13

(1) Badan Kepegawaian Daerah adalah merupakan Lembaga
Teknis Daerah dibidang kepegawaian.

(2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepata

Badan yang berada dibawah dan ber tanggungjawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.

100



Pasal 14

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok

melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, penyusunan

program dan petunjuk pembinaan dan pengembangan

kepegawaian , melaksanakan mutasi pegawai dan tata usaha

kepegawaian serta melaksana kan pendidikan dan latihan bagi

pegawai daerah.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Badan Kepegawaian Daerah

mempunyai fungsi :

a. penyiapan penyusunarl peraturan perundang-undangan daerah

di bidang kepegawaian sesuai norma, standar dan prosedur

yang ditetaPkan Pemerintah ;

b. perencanaan dan pengernbangan kepegawaian daerah ;

c. penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian

daerah ;

d. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan,kenaikan pangkat,

pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah

Seguai nwma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan

perundang-undangan ;

e. peiayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan;

pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan

struktural atau fungsional sesuai norma, standar dan prosedur

yang ditetapkan dengan perundang-undangan ;

f. penyiapan dan penetapan pensiun ;

S. penyiapan penetapan gaii' tun;angan dan keseiahteraan
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Pegawai Negeri Sipil Daerah ;

h. penyelenggaraan administrasi kepegawaian ;

i. 'pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah ;

j. penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada Badan
Kepegawaian Nasional.

k. 'penyiapan dan pelaksanaan pendidikan dan latihan pegawai.

l. penyusunan program, pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan
dan latihan ;

m. pelaksanaan pembinaan siswa, penyusunan data pribadi siswa
dan alumni, dokumentasi dan Perpustakaan Diklat Kabupaten ;

n. pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan serta bimbingan
teknis pendidikan dan latihan ;

o. evaluasi pelaksanaan pendidikan dan latihan serta pelaporan ;

p. pengelolaan administrasi umum ;

q. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kelima

Badan Pembardayaan Masyarakat dan Sosial

Pasal 16

(1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial adalah
merupakan Lembaga Teknis Daerah dibidang Kesatuan
Bangsa, Perlindungan lr4asyarakat, Sosial dan pemberdayaan

Masyarakat Desa.

(2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial dipimpin oleh
seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
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Pasal 17

:

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan ,Sosial inernpunyai tugas
pokok melaksanakan sebagran, tugas Pemerrntah Kabupaten

dibidang kesatuan bangsa, pemberdayaan masyarakat desa,

perlindungan masyarakat dan sosial berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan kebigakan yang ditetapkan

oleh Bupati

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Sosial mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan hubungan antar lembaga, pemantapan

kesatuan bangsa, demokr:atisasi serta penanganan masalah

aktual ;

b penyiapan dan pelaksanaan kebijakan mediasi dan fasilitasi

hubungan antar lembaga, pemantapan kesatuan bangsa,

demokratisasi serta penanganan masalah aktual;

c. penyelenggaraan koordinasi usaha-usaha dibidang peningkatan

SDM dan satuan Linmas serta hubungan kerjasama dengan
Dinas, Kantor/lnstansi pemerinlah untuk kelancaran
pelaksanaan tugas ;

d. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan, bimbingan dan
perbaikan sosial secara menyeluruh dan terpadu ; ''

e perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi serta
pelaksanaan prograrn ketahanan masyarakat, SDA dan desa
dan pernanfaatan teknologi tepat g$na ;
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f. pelaksanaan evaluasi ciarr pelap.rarr pr()qranl Kesi-rrrirr
bangsa, Perlindungan rrrirsl,arakal sosral dar l)errrber{1iry;lu'
masyarakat ;

g. pengelolaan adminrstrasr urnum ;

h. pembinaan dan bimbingarr kelompok yabatan fungsional.

Bagian Keenam

Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah

Pasal 19

(1) Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah adalah
Lembaga Teknis Daerah dibidang pengendatian dampak
lingkungan di daerah

(2) Kantor Pengendalran Dampak Lingkungan Daerah dipimpin
oleh seorang Kepala yang berada dtbawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai
tugaS pOkok membantu Bupatr drl-n. melaksanakan pengendalian .

dampak lingkungan hidup.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
Pasal 20 Peraturan Daerah ini. Kantor Pengendalian Dampak
Lingkungan Daerah mernpunyai frrrrgsr

a perun'lusan dan pelaksanaan kebriaksaan operasronal
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pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kersga'kan

lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan ;

b. pengkoordinasian dan pelaksailaarr peneegahan dan

penanggulangan pencemaran lingkungan serta pemulihan

kualitas lingkungan ;

c.pengembangankelembagaandanpeningkatankapasitas
pengendalian lingkungan hiduP ;

d. pembinaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan serta upaya

Pengelolaan Lingkungan dan'pp.aya Pemantauan Lingkungan ;

e. :penyusunan, penerapan dan pengembangan sistem informasi

lingkungan ;

f. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional ;

g. pengelolaan administrasi umum dan pelaksanaan tugas-tugas

lain yang diberikan oleh BuPati.

Baghn Ketuiuh

Kantor SatPol PP

Pasal 22

111 Krntor Satpol PP adalah merupakan Lembaga Teknis Daerah

dibidang Kepolisian Pamong Praja.

(2) Kantor Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.
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Pasal 23

Kantor Satpol PP mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan

Daerah.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
Pasal 23 Peraturan Daerah ini Kantor Satpol pp mempunyai
fungsi :

a. penyusunafl dan pelaksanaan rencana dan program kegiatan
pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai
dengan pedoman dan petunjuk teknis ;

b. pelaksanaan pedoman dan petunjuk operasional penertiban
Peraturan Daerah dan Kgp.qtusan Bupati ;

c. pengawa$an dan pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah,
Keputusan Bupati dan peraturan perunda[g-undangan lainnya ;

d. pelaksanaan pengembangan kapasitas yang meliputi
pembinaan personil, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana
kerja Polisi Pamong Praja;

e. pengelolaan administrasi umum ;

f. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.
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(1)

(2)

Bagian Kedelapan

Kantor Kepertdudukan dah Catatan Sipil

Pasal 25

Kanlor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah merupakan
Lembaga Teknis Daerah dibrdang Kependudt.rkan dan Catatan
Siprl

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang
Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

pasal 26

Kantor Kependudukan dan catatan sipil mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan rumah tangga Daerah daram bidang
Kependudukan dan Catatan Sipil yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
Pasal 26 Peraturgn Daerah ini, Kantor Kependudukan dan catatan
Sipil mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan pendaftaran penduduk Warga Negara
lndonesia dan Warga Negara Asing, penerbitan Kartu Tanda
Penduduk, Kartu Keluarga, Nomor pencJuduk ( NOpEN ),
mencatat perubahan atas mutasi penduduk dan laporan data
kependudukan serta melakukan penyuluhan 

;

b. pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Kelahiran ;

c. pencatatan dan penerbitan kutipan Akta perkawinan 
:
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d. pencatatan Clan ,penerbitan kutipan Akta Perceraian ;

e. pencatatan dan penerbitan Akta pengangkatan, pengakuan dan
pengesahan anak ;

f. pencatatan dan penerbitan Akta Kematian ;

g. penyimpanan dan pemeliharaan akta kelahiran, akta
perkawinan, akta perceraian, akta pengangkatan, akta
pengakuan, akta pengesahan anak serta akta kematian ;

h. pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Catatan Sipil ;

i. pengelolaan administrasi umum ;

f. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional ;

k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kesembilan

Kantor Pengelolaan Pasar

Pasal 28

(1) Kantor Pengelolaan Pasar adalah merupakan Lembaga Teknis

Daerah dibidang pengelolaan pasar.

(2) Kantor Pengelolaan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Kantor
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah,

Pasal 29

Kantor Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan

urusan rumah tangga daerah dibidang Pengelolaan Pasar
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Pasal 30

Untuk menyelengg arakan tugas pokok sebagaimana dimaksutl

Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Kantor Pengelolaan Pasar

mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pemberian perijinan dan pelayanan umum sesuai

kebijakan yang ditetapkan Bupati, pengaturan penggunaan

los,kios serta fasilitas pasar larnnya ,

b. perumusan kebijakan pengembangan tata ruang pasar ;

c. pelaksanaan dan atau koordinasi pembinaan SDM dilingkungan

pasar ;

d. pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan yang berkaitan

dengan pengelolaan pasar ;

e. pelaksanaan dan atau koordinasi ketertiban, kean:a-:n dan

kebersihan di lingkungan Pasar ;

f. pengelolaan administrasi umum ;

g, pembinaan dan bimbingan kelompok iabatan fungsional

agian Kesepuluh

Kantor Litbang

Pasal 31

(1) Kantor Litbang adalah merupakan Lembaga Teknis Daerah

dibidang penelitian dan pengembangan

(2) Kantor Litbang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yarig

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.
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', i ;.. ,', Pasal 32

Kantor, Litbang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam

melaksanakan penelitian dan pengembangan Daerah dibidang
sosial dan ekonomi, teknologi terapan serta pemerintahan sebagai
pertirnbangan dalam menentukan kebijakan dibldang pembangunan

di daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
Fasal 32 Peraturan Daerah ini, Kantor Litbang mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan
penelitian dan pengembangan di bidang sosiat dan ekonomi. -

teknologi terapan serta pemerintahan ;

b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penelitian dan
pengembangan dijajaran Pemerintah Daerah ;

c. pengelolaan administrasi umum ;

d. pelaksanaan evaluasi penelitian dan pengembangan dibidang
sosial dan ekonomi ;

e. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kesebelas

Kantor Pendapatan Daerah

.. Pasal 34

(1) Kantor Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah

Daerah dibidang Pendapatan Daerah.
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(2) Kantor Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala

Kantor yang beriada dibawah dan bertanggung jawab langsung

kepada Bupati rnelalui Sekretaris Daerah.

Pesal 35

Kantor Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Pendapatan

Daerah yang meniadi kewenangannya.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

Pasal 35 Peraturan Daerah ini, Kantor Pendapatan Daerah

mempunyai fungsi .

a. perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan

pembinaan, koordinasi teknrs dan tugas-tugas lain yang

diserahkan oleh Bupati ;

b. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah

dan retribusi daerah ;

c, pelaksanaan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi

daerah sepanjang menjadi kewenangan pungutannya ;

d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan

dan penyetoran paiak daerah dan retribusi daerah serta

Pendapatan Daerah larnnya sepanjang menjadi

kewenangannya,

e. pelaksanaan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan

penagihan palak daerah, retrtbusi dan penerimaan asli daerah

lainnya, serla penagihan PBB .
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f. per"encanaan dan pengendalian operasional dibidang
pendataan, penataan dan penagihan pajak daerah, retribusi
daerah dan penerimaan asli daerah lainnya serta pBB 

;

g pelaksanaan penyuluhan mengenai pajak daerah, retribusi
daerah dan Pendapatan Daerah lainnya sepanjang menjadi
kewenangannya serta pBB 

;

h pelaksanaan tugas membantu pendataan obyek dan subyek
PBB ;

i. pelaksanaan tugas membantu menyampaikan SppT, SKp. STp
dan sarana administrasi pBB lainnya, serta membantu
menyampaikan DHpp pBB yang dibuat oreh Direktorat Jendrar
Pajak kepada petugas pemungut pajak Bumi dan Bangunan
yang ada dibawah pengawasannya 

;

j. pengelolaan administrasi umum ;

k. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keduabelas

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

Pasal 37

(1) Kantor Pelayanan penjinan Terpadu adalah merupakan
Lembaga Teknrs Daerah dibidang pelayanan perijinan terpadu

(2) Kantor Pelayarran perijinan Terpadu dipimpin oreh seorang
Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung lawab
kepada Bupatr melalui Sekretaris Daerah
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Pasal 33

Kantor Pelayanan Perijrnart Terpadu mempunyai tugas pokok

membantu Bupati dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum

dan pelayanan perilinan kepada masyarakat.

Pasal 39

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

Pasal 38 Peraturan Daerah ini, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijaksanaan umum pengelolaan program
pelayanan perijinan secara menyeluruh dan terpadu ;

b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait ;

c. pengelolaan administrasi umum ;

d penetapan prosedur perijinan ;

e. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketigabelas

Kantor Arsip Daerah

Pasal 40

(1) Kantor Arsip Daerah adalah merupakan Lernbaga Teknis

Daerah drbrdang Kearsrpan

(2) Kantor Arsrp Daeralr drprmprn oieh seorang Kepala Kantor
yang berada diir:rwah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sektt:i;tris Daerah
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Pasal 41

Kantor Arsip Daerah mempunyai tugas pokok membantu Brilr;rtr

dalam rangka menentukan kebijakan dibidang pengelolaarr ctan

pelayanan kearsipan

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
Pasal 41 Peraturan Daerah ini, Kantor Arsip Daerah mempunyai

fungsi :

a. penyusunan rencana dan program dibidang Kearsipan ;

b. pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan arsip rn aklif pada

'lnit-unit Kerja di Kabupaten Pati ;

c. pelaksanaan bimbingan kearsipan terhadap Unit-unit Kerja di
Kabupaten Pati ;

d pelaksanaan penilaian dan penyerahan arsip statis Daerah

kepada Kantor Arsip Nasional ;

e. pelaksanaan koordinasi dengan unit-unit kerla dibidang penataan

dan pemusnahan arsio ;

f. pengelolaan administrasi umum ;

g. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional

Bagian Keempatbelas

Setbin Perusda

Pasal 43

(1) Setbin Perusda adalatr rrrerupakan lslrtbar;;; Tekrrrs f)aerah yarir
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mengelola usaha:usaha mllik

(2) Setbin Peruscla,<jtpir'npin oleh

dibawah dan bertanggung
'' t

Sekretaris Daerah

t
.

Daerah. :$F". l

seorang Sekretaris yang berada
jawab kepada BuPati melalui

. Pasal 44

Setbin Perusda mempunyai tugas pokok mengelola dan

mendayagunakan asset milik Pemerintah Daerah yang {ipisahkan

secara produktif dan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi

Perusahaan dalam rangka mendorong' pembangunan Ekonomi

Daerah dan memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan .tugas pokok sebagaimana dimaksud

Pasal 44 Peraturan Daerah ini, Setbin Perusda mempunyai fungsi :

a. perumusan perencanaan, program dan kebijaksanaan

pokok/umum, pengurusan dan pengelolaan Perusda secara

keseluruhan ;

b. pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasional usaha

Perusda ;

c. pengkoordinasian terhadap masing-masing usaha Perusda

yang meliputr PDAB, PD.BPR serta aneka usaha dan jasa

lainnya ;

d" penetapan kebiiaksanaan untuk pengelolaan Perusda

berdasarkan kebilaksanaan umum yang ditetapkan Bupati.
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BAB IV

ORGANISASl
Bagian Kesatu

Bappeda

Pasal 46

(1) Susunan Organisasi Bappeda terdiri dari :

a. Kepala ;

b. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum ;

2. Sub Eagian Keuangan ;

3. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan.

c. Bidang Pendataan dan Pelaporan terdiri dari.

1. Sub Bidang Pengumpulan Dala ;

2. Sub Bidang Pengolahan Data ;

3. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Petaporan.

d. Bidang Ekonomi terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Pertanian dan

Kelautan ;

2. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan lndagkop ;

3. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan

Pertambangan dan Energi.

e. Bidang Prasarana dan Tata Ruang terdiri dari :

1. Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Daerah ;

2. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup ;

3. Sub Bidang Pengairan ;

4. Sub Bidang Kerjasama Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan
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(2\

(3)

(4)

(5)

f . Bidang Pemerutlahan dan Sosial Budaya terdi'ri dari .

I gug grrlarrg Pendidikan, ,Agama dan Budaya ;

2. Sub Brdang Pemerintahan dan Ketertiban ;

3. Sub Brdang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial.

g Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Bidang

diprmpin oleh seorang Kepala Bidang yang masing-masing

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang dan Sub

Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang masing-

masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang/Sek retaris

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga

fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung

jawab kepada KePala Badan

Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Badan Pengawas

Pasal 47

('li) Susunan Organisasi Baclan Pengawas terdiri dari :

a. KePala

b. Sekretarrat tertiirr darr

1. Sub tsagliari Pertyusunan Proqrarn dan Laporan ;

2. Sub E;,lir,:ri Umlln'!.
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c. Bidang Keuangan, Perlengkaparr dan peralafarr lt;rrlrrr rl;.ru

1. Sub Bidang Keuangan ;

2. Sub Bidang Perlengkapan dan Peratatan.

d. Bidang Pemerintahan.dan Agraria terdiri darr

1. Sub Bidang Pemerintahan Daerah dan Desa .

2. Sub Bidang Agraria.

e. Bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakal dan
Kepegawaian terdiri dari :

1. Sub tsidang Kesatuen Bangsa dan pertindungan

Masyarak-at ;

2. Sub Bidang Pembinaan Kepegawaian.

f. Bidang Perekonomian dan Kesra terdiri dari :

1. Sub Bidang Perekonomian ;

2. Sub Bidang Kesra ;

3. Sub Bidang Perusda.

g. Bidang Pembangunan terdiri darr :

1. Sub Eidang Pembangunan ;

2 Sub Bidang Proyek-proyek Program Bantuan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Bidang dipimpin

oleh seorang Kepala Bidang yang masing-masing berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepata bub Bidang dan Sub
Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang masing-
masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepata
Bidang/Sekretaris.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan.
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(5) Bagan Organisasr Badan Pengawas sebagaimana tercanlum
dalam Lamprran ll dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan darr Peraturan Daerah ini.

. Bagial Ketiga
Badan RSD. *RAA. SOEWONDO"

pasal 4g

(i Susunan Organisasi Badan RSD. 'RAA. SOEWONDO" terdiri
dari :

a. Kepala ; l

b. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Urnum ; 1

2. Sub Bagian Hukum dan Humas ;

3. Sub Bagian Kepegawaian.

d. Bidang Bina Program dan $iStem tnfbrma$i Manaiemen
terdiri dari :

1. Sub Bidang Perencanaan it-ah Evaluasi ;,, 
l

2. Sub Bidang Rekam Medis; ' ,' .i ' .'

3-'Sub Bidahg Siaterii tnfoiniasi :Manajemefirnurriah Safil
Daerah ;

4. Sub Bidang Pemasaran dan Mutu.

e. Bidang Pelayanan Medis terdiri dari :

1. Sub Bidang Rawat Jalan ;

2. Sub Bidang Rawat lnap ;

3. Sub BidanE Pelayanan Penunlang.
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f. Bidang Keprirdwatan terdiri dari :

'l Sub Bidang Pelayanan Keperawatan ;

2 Sub Bidartg Asuhan Keperawatan ;

g. Bidang Pelayanan Obat dan Alat Kesehatan terdiri dari

1. Sub Bidang Obat dan Bahan Medis :

2. Sub Bidang Atat Kesehatan.

h. Bidang Keuangan terdiri dari t
1. Sub Bidang Akuntansi dan Verifikasi ,

2. Sub Bidang Perbendaharaan ;

3. Sub Bidang Mobilisasi Dana.

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Bidang dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang masing,masing berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang dan Sub
Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang masing-
masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang/Sekretaris.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga :

fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung

lawab kepada Kepala Badan.

(5) Bagan Organisasi Badan RSD. RAA. "SOEWONDO"

sebagaimana tercantum dalam Lampiran lll dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Bagian Keempat

Bacla n Kepegawaian Daerah

Pasal 49

1
h*
Bjs

ffi

ii

(1) Susunan Organrsasi Badan Kepegawaiail Daerah terdiri dari

a Kepala ,

b Sekretariat tercJrri dari

1. Sub Bagran Umum ;

2. Sub Bagian Keuangan.

c Bidang Bina Program terdiri dari :

.1. Sub Bidang Penyusunan Rencana dan Program ;

2. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data ;

3. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

d. Bidang Kepegawaian terdiri dari :

1. Sub Bidang Mutasi ;

2. Sub Bidang Pengembangan Karier ;

3. Sub Bidang Bina Personil ;

4. Sub Bidang Pensiun.

e. Eidang Pendidikan dan Latihan terdiri dari :

t. $ub Bidang Teknik Fungsional ,

2. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Struktural ;

3. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Masyarakat.

f Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Bidang

drpimpin oleh seorang Kepala Bidang yang masing-masing

berada drbawah d-an berta.nggun'g lawab kepada Kepa,la Badan.

(3) Sub Bidang'{:1p11v1si'n' oleh,se.orang"Kepala Sub Bidang dan Sub

Bagian drpimprn oleh seor-ang Kepala Sub Bagian yang masing-
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t. 
l

masing b€radar dibawah dan bertanggung iawab kepada Kepala

Bidang/Sekretaris.

an Fungsional dipimprn oleh seorang tenaga

fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung

iawab kePada KePala Kantor'

t5).Baggn Organisa$i Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana

tercantum daram Lampiran rV dan. merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini'

Bagian Kelima

Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Sosial

Pasal 50

(1) $usunan Organi'sasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Sosial terdiri dari :

a. KePala ;

b. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum ;

2. Sub Bagian (ePegawatan ;

3. Sub Bagian KeYangan'

r'Program terdiri dari :c. Bidang Bint

1. Sub Bidang Penyusunan Rencana dan Program ;

2. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data '

3. Sub Bidang Pengendatian' Evaluasi dan Pelaporan'

d Bidang Kesatuan Bangsa terdiri dari :

1 Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga ;

2- Sub Bidang Kesatuan Bangsa '

-1:'::j3:<_.:l

l

I

.l
{r

#
g
$

,

t
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3 Suir Btelartg [Jernokratrsasi clirrr l'.rtlittlq;]tlari [\4asalah

Akl,r;rl

e. Bidang Perlirtdungan Masyarakat ter<Jirt di'rrr

1. Sutr Brdang Kesiagaan ,

2. Sub Bidang Penanggulangan :

3. Sub Brdang Peningkatan Sumber Daya Manusra

f Bidang Sosial terdiri dari

1. Sub Bidang Pernberdayaan Perempuan ;

2. Sub Bidang Bantuan Sosial :

3. Sub Bidang Rehabilitasi Sosial.

S Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :

1. Sub Bidang Ketahanan Masyarakat dan Sosial Budaya

MasYarakat ;

2. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat ;

3. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam,

Teknologi Tepat Guna Desa/Kelurahan.

h. KelomPok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimprn oleh seorang Sekretaris dan Bidang

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang masing-masing

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang dan Sub

Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang masrng-

masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang/Sekretaris.

(4) Kelompok Jabatatr Fungsronal dipimpin oleh seorang tenaga

fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung

jawab kePada KePala Kantor

(5) Bagan Organisasi Badan Perrberdayaan Masyarakat dan Sosial

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan

bagian yang trdak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Bagian Keenam

KantorPengendalianDampakLingkunganDaerah

Pasal 51

(1) Susunan Organisasi Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan

Daerah terdiri dari :

a. KePala ;

b. Sub Bagian Tata Usaha ;

c. Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan ;

d. $eksi Pengawasan dan Pengendalian ;

e. 'Seksi Pemantauan dan Pemulihan ;

f. KelomPok Jabatan Fungsional'

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh se.orang Tlu'" 
Sub

'-' g"giun lan ,Seksi dipimpin gleh seorang Kepala Se.ksi yang

t"-a,ng-*"ring berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

KePala Kantor'

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seor.ang tenaga
.,tungsionalseniorsebagaiKetuaKelompokdanb.ertanggung

lawab kePada Kepal4; 
-

(4) Bagan Organisasi Kantor Fengendalian o:*li:^:inskunsan
' ' i""r"n slnagaims66: lerenntum dalam t-1oir1n vl dan

*".rpuf."n Oagi"n yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

ini. ' '
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Bagian Ketuiuh

Kantor SatPol PP

Pasal 52

(1) Susunan Organrsasi Kantor Satpol PP terdiri dari .

a KePala .

b Sub Bagran Tata Usaha ;

c. Seksi Operasional dan Penertiban ;

d. Seksi Penyuluhan dan Kesamaptaan ;

e. KelomPok Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Kantor.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga

fungsional senior sebagai Ketua ,Kelompok dan bertanEgung

jawab kePada KePala Kantor.

14) Bagan Organisasi Kantor Satpol PP sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Vll dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Pasal 53

{1) Susunan organisasi Kantor Kependudukan dan catatan sipir
terdiri dari :

a. Kepala ;

b $ub Bagiat Jbta Usaha ;

c. Seksi Data dan Penyuluhan ;

d. Seksi Ketahirar dan (ernatian ;

B. $eksi Fer.kawinan dan Perceraian ;

f. Seksi Pe*daftaran Penduduk; '

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepata Sur
Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepata Seksi yang

ffi:;:,ffii:: 
befdda dibawah dan bertangsuns jawab kepada 

,
(3) KelOmpok Jabatan Fungsional. dipimpin oleh seorang tenaga

fungsiOnal senior sebbQai Ketua Kelompok dan bertanggung
jawab kepada Kepala Kantor.

(4) Bagan Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipit
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vlll dan merupakan
bagfan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

t

Bagian Kedelapan

Kantor Ke,pendudukan dan Gatatan Sipil
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Bagian Kesembilan

Karrtor Pengelotaan Pasar

asal 54

(1) Susunart Organrsasi Kantor Pengelolaan Pasar terdittdart

a. KcPtlla

b. Sub Bagran Tata Usaha ;

c. Seksi Bina Program dan,Pengembangan ;

d Seksr Retribusi Pasar ;

e Seksi Pemeliharaan, Ketertiban dan Kebersrhan

Lingkungan

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian dan Seksi drpimpin oleh seorang Kepa[€ Seksi yang

masing-masing berada. dibawah dan bertanggung jawab

kepada KePala Kantor.

(3) Bagan Organisasi Kantor Pengelolaatr Pasar sebagaimana

tercantum dalam Lampiran lX dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Kantor Litbang

' Pasal 55

(1) Susunan Organrsasr Kanlor Litbang terdiri dari

a KePala :

b. Sub Bagiarr Tata Usaha ;

c. Seksi Sosral dan Eftonomi ,
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cJ Seksr lekrrologl Terapan

i

f Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimprn oleh seorang Kepala Sub H

Bagian dan Seksi drpimpin oteh seorang Kepata Seksr yang tnrasing-masing berada dibawah dan bertanggung ;awab kepada
Kepala Kantor f-

(3) Kelompok Jabatan Fungsionar dipimpin oreh seorang tenaga
fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan U"rtrnggrig
jawab kepada Kepala Kantor.

(4) Bagan organisasi Kantor Litbang sebagaimana tercantum daram
Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraluran Daerah ini.

Bagian Kesebelas

Kantor Pendapatan D-aerah

pasal 56

(1) Kantor Pendapatan Daerah terdliri dari :

a. Kepala ;

b. Sub Bagian Tata Usaha ;

c Seksr Pereltcanaan dan pengendalian Operasional
d. Seksi Pendaflar.an dan pendataan 

;

e. Seksi penetapan 
;

f. Seksi pembukuan dan pelaporan 
;

S Seksi pen4rhan 
;

lr Kelontpok Jaba{an Fungsional

12A



a Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub
(2) Sub Bagian Tata Usaha olplmPrrr '

Bagtan dan Seksi dipimpin oleh' seorang Kepala Seksi yang

*rling-*asing berada dibawah dan bertanggung iawab

kePada KePata Kantor'

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh

fungsional senior sebagai Ketua Kelompok

iawab kePada KePala Kantor'

(4) Bagan Organisasi Kantor Pendapatan Daerah

tercantum dalam Lampiran Xl dan merupakan

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini'

seorang tenaga

dan bertanggung

sebagaimana

bagian Yang

Bagian Keduabelas

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

Pasal 57

(1) Kantor Pelayanan Periiinan Terpadu terdiri dari

Kepala ;

Sub Bagian Tata Usaha ;

Seksi PelaYanan Perijinan Jasa I

Seksi Pelayanan Perijinan lndustri ;

a,

b.

c.

d.

e. KelomPok Jabatan Fungsional ' 
:-

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian dan seksi dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang

*".,ng-*""ing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

XePata Kantor'

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga

fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung

jawab kepada KePala Kantor
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(4) Bagan Organisasi *"n:o: 
_ "etaysnan 

Perijinan Terpadu

sebagaimana tercantum dalam'., 
-fr 

ian,'1,1t d1n,-meruoakan

bagian yang tidak terpisahkan Oaii peraturan Daerah ini'

Bagian Ketigabelas

Kantor Arsip Daerah

Pasal 58 
'

(1) Susunan Organisasi Kantor Arsip Daeiah terd{ri dari :

a. Kepala ;

b. Sub Bagian Tata Usaha ;

c, ' Seksi'Pembinaan Sistem dan Tata Kearsipan ;

d. Seksi Pengelolaan dan Layanan Arsip ln aktif ;

, e. Seksi Pengelolaan dan Layanan Arsip Statis ;

' f: KelomPok Jabatan Fungsional'

(2) Sub Bagian Tata Usaha diPimPin.-' 
Bagian lan Sexsi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

, *,nn-*asing berada dibawah dan bertangg{Jng jawab kepada

KePala Kantor.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional digmpin, o:h 
.seor,ang 

tenaga

fungsional senior sebagai Ketua''Kelompok dan bertanggung

fawab kepada Kepala Kantor' ,. )i ,.---::'i, r,. .

(4) Bagan Organisasi Kantor Arsip Dae€h seb.agaimana 
-tercantuman Xlll dan mdrutakan: 'bagian yang tidak

dalam LamPrr-" j:,i::

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini'

i
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Bagian Keempatbelas

Setbin Perusda

,Pasal 59

(1) Susunan Organisasi Setbin Perusda terdiri dari :

a. Sekretariat :

b. Dewan Pengawas ;

c. Direktur Perusahaan Daerah Air Bersih :

d. Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan

RakyaVBank Kredit Kecamatan ;

e. Direktur Bank Pasar ;

f. Direktur Aneka Usaha dan Jasa.

(2) Bagan Organisasi Setbin Perusda sebagaimana tercantum

dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN.LAIN

Pasal 60

(1) Uraian Tugas Kepala Badan/Kantor, Sekretaris Badan, Kepala

Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala

Sub Bidang, dan Kepala Sub Bagian diatur lebih ldnjut dengan

Keputusan Bupati.

(2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Lembaga Teknis

Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Cengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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:. 1 ",..,..1i;::j:: :ir._:i.iii€..ggl.Gi 
.

l

Tata laftsaflsp€taksanea-n tugas pada Badan dan Kantor diatur lebih

lanjut dengan K{xrftsart: Bupati.

:, , : tj l,.irl -i: "'. : :,*iSE Vl

K€?€NTUAX PE!IUT.t}P

": ...:

' " ' I' rr' ':t" ''F''aSal E2' " '

Denga* berlakfiriya""P€ratursn' e'ge*gh'ini,' segala ketentuan yang

berte*tangan dengar Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku

l

l

I

1

*
:
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' P@-@

... ' .: :: -:.

Peraturan Daerah ini mulai ber'fdtu pde targsal diundangkan.; :]. :

Agar supaya qgfi6p, orang mengetahuinya'

memerintahkan pengundangan . Pera{.u1an , ,D,,ae.r?!. ,ini dengan

penempatannya daiam Leoibiir'an rDaerah Ka$upaGh Pati.

OitetaPkan di Pati

pada tan$gattt 2t'Desbrnb€i20o0

BUPATI PATI

Diundangkan di Pati

pada tanggal 26 Desemper 2O00 , ',.,

sEK RETARI S DAE RAH KA8.U-PATEN Plrl
ttd, 1 ,, ,', lt r..,.,,.., :..

SLAIIIET PRAWIRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI

TAHUN 2OOO NOMOR 91

R
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PENJELAS*T{
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR Z texuil zooo
TENTANG

PE''BENTUKAN ORGA'U'SESi ICUAACE TEKNIS DAERAH
KABUPATEN PATI

I. PENJELASAN UMUM.

Eerdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahunlggg tentang pemerintahanDaerah, menyatakan bahwa petaksanaa" or;";;;teorr, tuas diraksanakan padadaerah Kabupaten/Kota. Har rni oitanoai ;""nl"";;"nllr"n"n semua kewenangan

::::r,""n 
setain kewenanganan pemerintah pusat O* eropin.i

;""#::::ilff:t::^::1,:.:.u:,, 
diatas, untuk meran"";"n"" kewenangan/urusan

daerah, ,"*u 
n^ferah khususnya urusan-urusan teknis yang harus ditangani

Lem basa re,n se;5J'ffi ":5i 
" 

I il JTi: lff ";:1,"*': Jil:il:iruntutan dan kebutuhan perarsanaan oroiorl, ;:;;^ Har ini berdasarkanperaturan pemerintah Nomor al i"irn zooo.

;[[:#:::Til rt"T,ffTt""J:j;' 
t"'oasa reknis Daerah dimaksud perru

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
1. Pasal 1 . Cukup jetas
2. Pasat 2 : Cukup lelas
3. Pasal 3 s/d pasal 63 . Ctrkup letas

f
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BAGAN SUSUl{41{ ORGAII]SASI
EADAI'I PEBENCAI{AAII PEMEAIIGUIIAN OAERAH

KABUPATEI{ PATI

tAMPlRAll I : PERATURAN DAERAH KAB| PAIEil PArl
I{OMOR 

' 
IAHUII 2lt(t0 TE]ITAIIG

PE'{BEIITUXAN ORGAIIISASI TEiISAGA
TEKIIIS DAERAH XAEUPAIElI PATI.

IGL. JABATAI{ FUI{GSIONAL

SUB EIOAIIG
PETG EMBAIIGAII EIO}IOTII
PERIAilIA'I dil IGLAUTAil

SUB BIOAIIG

PEil0rDilillt AcAmA
drn BU0AYA

st 8 8toAfiG
lGPEilolfi)utolr

dro KESEJAHTERAATI
s0slAr

BUPATI PATI

ttd,

YI,SUF MUHAIT'IAD



Elclll susullsl o8cAtllsAsl
BIOAI{ RItr{H SAI(ITOAEfiAH " BAA, SOEWO}IDO'

IOBUPATEil PIN

LAMPlBAtl lll : FEBATI}RAI| 0AERAH IOBUPAIE}I PATI

IIOIIOR ? TAHUI{ 2{lO(} TETTAIIG. 
PETSISTUKAN ORGAIIISASI LETSAGA

TEI{S6 OAERAH $8UPATEII PATI.

BUPAT] PATI

,, ttd,

YUSUF MUHAMAD



BAGAil SUSUltAlt oRGAilISA$l
BADAII I(EPEOAWAIAfl OTERAH KASUPATE]I PATI

uHPlRAll lY : PERATUMI{ 0AERAtt XABUPATET{ PAll
llOtrl0fi ? TAHUII 2000 IEilfAilG
Pflt8Et{TU[Ar oRGAMSAST LETiEAGA

TEIIIIS DAERATI UEUPAIEI{ PATI,

J
q)
6

SU9 BIOAI{G

PEilCET{DAl"lAlr,

EVAIUNI dan PtLAP0RAI{

BUPATI PATI

YUSUF MUHAMAD



t

BAGAIN SUSUI{A}I GRGA}IISASI

SAOAN PEPEfi GAWAS I$EUPATEII. PIN

t{lliPl8All 11 : PERAfURAff oAERAll K BUPATEII PAII
ilgUoF 7. TAHUr t000' TEIITAilG
PEMOEIITUKA}I ()RGANISASI LEI'IOAGA
T.KI{IS OAERAH IOEUPATE}I PATI.

SU8 EIDATIG KESATT'AII

BAI{G$A dan PFnLlll.r
DU!.ICAil MASYARAIdI

BUPATI PATI

ttd,

YUSUF MUHAMAD



LAMPIRJIII V : PEMTURAI{ 0AERAH KABUPATETI PATI

tlotrl0R 7 TAHUN 2000 TEltTAllG

PEMEEIITUIUI{ ORGA}IISASI LEIIIEAGA

TEKilIS OAERAH KABUPATEII PATI,
BAGA}I SUSUNAH ORGATIISASI

BAIIAN PEMEERDAYAAN MASYARAKAT DAII SOSIAL

I$EUPATEII PATI

SU8 BIDAI{G
K[rAfiAilAn mASYAnAUT

dm 80SlAl 8UoAYA
TISYARATAT

8U8 8rDAilC
PEilAilFMT il SUllEfR
DAYA. TEKI{OLOGI TEPAT
GUXA D€SI/XELURAIIAII

su8 BTDAilG

PETIIC|TTil 8UT8TR
oAYA tilUstt

sut ,IDAXG DEilotRASl
dm PEilAt{Cl0lttil
m SAU|HAITUAI

su8 uoAxc
PEI{GEll0^u il, EvAtulsl

drn PEllP0Rlll

BUPATI PATI

tt'd,

YUSUF MUFIAMAD



t.'
IAMPIRAil Vl : PEMTURAII 0 ERAH XABUP TEII P T1

$o

BAGAII 8UsUllAl{ 0Rctlll$A8l
KAfiTOR PEIIGEDATIAT{ OAITPAT( LIIIGKUIIGIII OAERAH

KASUPATEII PAII

ilomn 7 Trlrux zrxl'0 rElilllo
PEilBEilrurfl oncfiil8lsl rEilE Cl
rEmls 0tEnfit utuPlTEt PATI.

BUPATI PATI

ttd,

YUSUF'I$u{AMAB

FI&



a

tAtrlPlRAll Ull : PERIT$nAil $ERAH KABUPATEII PAtl
il0its ? ffiuil 2000 lEilIffiG
PEtilStlrupill oncAilisA$l tEMslGA
TEIOIIS I}EBAH KAEUPATEI{ PTII,

8ACAil SUSUilAIl oRGAlll$As!
IONTOR SAIUAI{ POTISI PAiIOT{G PRAJA

KABUPATEI{ PAN

A

BUPATI PATI

ttd,

YUSUF MUHAMAD



3Aclil SUSUllAil oRGAlllSlSl
lAilron [EPEilDUoUl(All 0lll 0ATATAII slPlL

IOBUPATEII PATI

I

Utt?lRlL Vtll : PER TURIil OAER ll XABUPAIEII PATI

floiltoR ? TAHUI 2000 TElilAilG
PElllttlruilx oneilFAsl tElillAc
TETMS OATiAH HruPATEII PATI.

BUPATI PATI

ttd,

YUSUF MU}IAMAD

l
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ufil?lf,i,tt tX I fEFArumft 0ttRAIr t$BUpATEil pATt

t{oatoR 7 IAt{Ult ?000 TEilT$16
PEMBEI{TUIAII ORGM{ISASI IEI{BAGAtAGAil IUStFtAil ffifltElEt

IOIIIOR PETGTLOLMNMSM
KASUPATEfl PAN

TEXIIIS OAERIII KABUPATEII PATI.

I

,:,

i.

r

r
F

F
s
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t
i
F

r
E

r
tF-fr.F(,I
!
t!
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L
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L
t
L,
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F

i
t:
f'
r,
L
I

t

F
F

I
i,
t
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t
I
t

t
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BUPATI PATI

ttd,
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.r4tt3uF:'MU| **tB*O, :'
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-
BAGtll SututlAtl oicAt{lsA8l

KANT0R ft i*ll'fi^iiil PE'trG EtrE^r{GArr

PERATURA'I DAERAH KABUPATEII PATI

i.-nil; 
-i 

ttttutt 2ooo trnrme

i:l-i:-;m-"r'm;"^lr^*

ut{Pl8Atl x

BUPATI PATI

ttd'. 
.,. '

YT'SUF fltt,HAMAD



BAGAil SUSUI{AN ORGANISASI
KAIITOR PEI{DAPATAII DAEBAH

KAEUPATEI{ PATI

tAMPlRAtt Xt : pERATURAN OAERAH KABUPATEN pATt

ltoMoR 7 rAltut{ 2000 TEilTAilcpEMoEilIUXAlt oBcAil|SASt LEitBAdA
TEKI{IS DAERAII I(ASUPAIE,{ PAII.

-

+:
cn

BUPATI PATI

ttd,

YUSUF MUHAMAD



I

Er€figt,!ffirflomrngr$l
IhIITOR PRAffi PEHffiTEMru

[IilFftIEil PTN

ttffilllH: PER/IIURAf, mEnAH r nrgEt rm. flottpn ? TA{{m aoe ninrtii
PEns€frurfl 0nGAsrfl ["il3AOA
tEtffigtEffilsilffiDril.

BUPATI PATI

ttd,

YUSUF MU+{AfiAD



STKEI PEMBII{AAI{

SISTEt dan IAIA
(EARSIPAII

BtGlt 8u8ulllfl on0Aills A$l
IGI{TOR TSIP IIAEBAII KANUPATEIi PAN

t

UflnRil Xlll : PEifitn$l D ER tI XABUPATEil PtTl
r0tm 7 lAmrx 2000 TElfi ilG

firuTAil ORGAIISfiII LBBAGA' TEilII$ I}AfAAH KASUPATEXPAN.

BUPATI PATI

, ttd,

YUSUF MUHAiltilAD
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BAGAil Suslrlltll serilFAsl
$ErnEnff tr Sllll ?ERlnot

XABUEf,TEil PAI

tlttlfiAlt Xlv : PERATURAII OAERltl l SUPAIE|| P ll
iloltoR 7 IAHUi 2000 T$Trm
PETSEilTUKA'I ('RGAIIIETII TfllT T
TEIXI$ OAEBAH KABUPITEI PATI.

BUPATI PATI

ttd,

YUSUF MUHAfT4AD

SEIRENruAT
8tt{l PERUSlflA l{

OAERAH

DEWAH
PENGAWAS

DIREKTUR
PERUSAHAAN DAEMH

BA,NK PERKRED]TAil RAKYAT
J rillx kneon xEcAlrATAt{


